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Polemik seputar kepemi-
luan Indonesia seperti 
pelibatan masyarakat 
dalam pembentukan 
peraturan perundang-
undangan, pelibatan 
publik dalam penga-
wasan anggaran negara, pengaturan dana kampanye, 
electoral corruption, pelibatan perempuan dalam hu-
kum dan pemerintahan terus menerus menuai diskursus 
dan berada pada tahap yang memprihatinkan.

Salah satu langkah penyelamatan dari ragam aspek sen-
tral diatas dapat dimulai dengan mendorong partisipasi 
dan transparansi. Partisipasi dan transparansi akan te-
pat guna apabila sinergi antara regulasi dan kondisi yang 
berkembang di masyarakat. 
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EVALUASI PILKADA 2017:  
PILKADA TRANSISI GELOMBANG 
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SERENTAK NASIONAL

EVALUASI PILKADA 2017:  
PILKADA TRANSISI GELOMBANG 
KEDUA MENUJU PILKADA 
SERENTAK NASIONAL

Banyak fenomena penting yang terekam 
dalam pelaksanaan Pilkada 2017. Jika dilihat 
secara teknis, beberapa fenomena tersebut 
mestinya menjadi refleksi untuk membangun 
sistem dan pelaksanaan Pilkada 2018 yang jauh 
lebih baik. Oleh sebab itu, Jurnal Pemilu dan 
Demokrasi edisi 10 ini, mengangkat khusus 
tema terkait dengan Evaluasi Pilkada 2017. 
Terdapat enam tulisan yang akan memberikan 
catatan detail tentang beberapa fenomena yang 
terjadi dalam Pilkada 2017.
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